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NO

MONITORING

EVALUASI

TINDAK LANJUT

3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan |
Tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024

Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan
Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan | Tanggal
1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024, jumlah tersebut
didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan
surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk
mengisi SiSuper.

Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :

1. U4 Dengan Nilai 1145;

2. U5 Dengan Nilai 1151;

3. U7 Dengan Nilai 1154;

» Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah
agar segera dilaksanakan untuk perbaikan
terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang.

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi:

Unsur Transparansi Biaya (U4)

> Unsur Hadiah merupakan Unsur ke-4 dari 10
Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
berikut:

- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan
informasi tentang tarif/biaya baik melalui
website ataupun petugas layanan di

Pengadilan ?

Rekomendasi:

» Terdapat Informasi mengenai tariff/biaya
pelayanan pada website Pengadilan Negeri
Palembang;

» Petugas PTSP memberikan penjelasan kepada
masyarakat terkait biaya/tarif resmi yang akan

dikenakan pada setiap pelayanan.




Hasil analisis dari 303 responden terdapat
nilai yaitu : Tidak Pernah sebanyak 1
responden, Jarang sebanyak 2 responden,
Sering sebanyak 51 Responden, dan Selalu
sebanyak 249 Responden ;

Unsur Biaya Tambahan (U5)

>

Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5
dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
berikut :
Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai
tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Hasil analisis dari 303 responden terdapat nilai
: Tidak Pernah sebanyak 1 Responden,
Jarang sebanyak 1 Responden Sering
sebanyak 56 Responden, dan Selalu

sebanyak 245 Responden;

Rekomendasi:

» Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi
oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi
Panitera dan Panmud untuk mengarahkan
petugas PTSP untuk tidak meminta imbalan

apapun dan membayar sesuai tarif resmi;




> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-7 | Rekomendasi:
» Pelugas selalu memberikan bukti transaksi

dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai
keuangan / pembayaran berupa kwitansi

berikut :
- Apakah menerima bukti transaksi keuangan / setelah proses pembayaran dilakukan;

pembayaran yang sah setelah proses
pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (
Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP
)

Hasil analisis dari 303 responden terdapat nilai
Tidak Pernah sebanyak 1 Responden,
Jarang sebanyak 3 Responden Sering
sebanyak 58 Responden, dan Selalu

Unsur Transparasi Pembayaran (U7)

sebanyak 241 Responden ;

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anli Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan
Negeri Palembang Triwulan Ke-I Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.
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Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi

Point 1

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami
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Prosedur Pembebasan
Biaya Perkara (Predeo)

Pimpinan & seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang berka Posbankum

mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, Khususnya ¢
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
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1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Pemberian formulir permohonan pendaftaran surat kuasa
3. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukt) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
4. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan
5. Memberkan produk pelayanan surat kuasa yang telah diegalisir
G. SARANA PRASARANA
Komputer
Kertas formulir
H. KOMPETENS| PELAKSANA
Petugas Meja Informasi dan Pelaksana Pelayanan Publk yang telah mendapat
pembinaan
|, PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadian Negeri Palembang
J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standar pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan
K. JANGKA WAKTU
1 jam setelah dilakukan pembayaran
L. SYARAT-SYARAT
1. Surat Kuasa Khusus
2. Kartu Tanda Anggota Advokat
3 Berita Acara Sumpah Advokat
M. BIAYA ATAU TARIF
Pencatat Surat Kuasg - s R 10,000,00
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PETUGAS PTSP MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT BIAYA/TARIF RESMI



Point 2

BRIEFING PETUGAS PTSP



Point 3

BUKTI BAYAR BERUPA KWITANSI



